2 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jin. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalarebawasiu.go.id

Nomor 0093 /PM.00.02/K.SN-18/08/2024 27 Agustus 2024
Sifat . Biasa

Lampiran Do

Hal : imbauan

Yth.

1. Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM.
2. Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM.

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVI11/2019:

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2019 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencaionan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;



11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor & Tahun 2018
tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024,

14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Dalam Negeri. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil
Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor:;
800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor:;
1447 1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas
Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan.

15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilhan Umum dan
Pemilihan;

16. Surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Bahwa demi menjaga integritas, profesionalisme dan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRI), Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan tidak berpolitik
praktis yang mengarah pada keberpihakan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Takalar Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif
dan efisien serta berintegritas. Maka, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Takalar mengimbau agar tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN),
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI), Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan BPD di wilayah Kabupaten Takalar pada
pelaksanaan “Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Ir. H. Mohammad
Firdaus Daeng Manye, MM. dan Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM.” yang akan
dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024, pukul 10.00 Wita bertempat di KPU
Kabupaten Takalar.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

Tembusan:
1. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

2. Arsip.
http://jdih.bav:/sgslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar



